Menimbang

Mengingat

KEPALA DESA KARANGTENGAH

KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA KARANGTENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DESA KARANGTENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGTENGAH,

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggungiawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat
desa;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2026 disusun sesual dengan kebutuhan
penvelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
kebersamaan,  partisipatif,  efiziensi, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian
schingga  menciptakan landasan kuat dalam
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju
masyvarakat desa vang adil, makmur dan sejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan hurufl b, perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2026,

Undang-Undang Nemor 13 Tahun 1950 tentang
pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah tingkat Il Batang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengatr (Lembaran Negara
Republik Indbnesia Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 27571 ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nonor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844},

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang




10.

11.

12,

13.

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234 ;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7. Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 5495]

Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Propirrsi Jawa TimuriTengahlBnrat
dan Daerah Istimewa Yograkarta ;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 7976 tentang
Perluasan Kotamadva Daerah Tingkat 11 Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Nbgara Republik
Indbnesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor & Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana lelah,
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha
Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2119,
Nomor 6322,

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023,
Momor 68E3);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan presiden Nomor 87 Tahun
2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia
tahun 201 Nomorl86);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
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tentang Pedoman Tekms Penyusunan Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2091) ,;

Peraturan Menteri Dalam Negerni Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094,
stbagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015
tentang pembentukan Produk Hukum daerah (Berita
Negara Hepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15]
sebagaimana teiah ciiubah ciengan Peraturan Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157} ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 635);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desa [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1203),

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang
petunjuk Operasional atas Pokus Penggunaan Dana Desa
Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 1151);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051};

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1
Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Keuangan kepada Pernerintah Desa Berita Daerah
Provinsi. Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun
2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 9@ Seni E.
No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 7|,

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun
2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor
1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
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Rabupaten Kendal Nomor 152);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016
Nomaor 16 Seri E No 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2024 Nomor 6);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2024 Nomor 38);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada
Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan Kabupaten Kendal [Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2023 Nomor 7);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang
sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2024 tentang
Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Bagi
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 27).
Peraturan Bupati Kendal Nomor 41 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 30
Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025;
Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2025 tentang
Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana
Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024
Nomor 13];

Peraturan Desa Karangtengah Nomor 1 Tahun 2017
tentang Susuna Organisasi dan tata Kerja Pemerintah
Desa Karangtengah (Lembaran Desa Karangtengah No. |
Tahun 2017);

Peraturan Desa Karangtengah Nomor 4 Tahun 2019
Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Tahun 2019 Nomor 1);

Peraturan Desa Karangtengah Nomor 3 Tahun 2024
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Karangtengah Tahun 2020-2028 yang Merupakan
Perubahan atas Peraturan Desa Karangtengah Nomor 4
Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa Karangtengah Tahun 2020-2026
(Lembaran Desa Karangtengah Nomor 3 Tahun 2024},
Peraturan Desa Karangtengah Nomor 5 Tahun 2025
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Karangtengah
Tahun 2026 (Lembaran Desa Karangtengah Tahun 2025
Nomor 3);




Menetapkan

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGTENGAH
Dan

EEPALA DESA KARANGTENGAH
MEMUTUSKAN

: PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA KARANGTENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah  Tahun
Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Ep 1.135.351.819
2. Belanja Desa Rp 1.477.369.605
Surpuls/Defisit Ep (342.017.786)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp 347.017.786
b. Pengeluaran Pembiayaan Ep 5.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp 342.017.786
Sisa Lebih /(Kurang) Rp 0

Perhitungan Anggaran

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
vang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat.

a. APB Desa;

b. Daftar Penyertaan Modal;

c. Daftar Dana Cadangan;

d. Daftar kegiatan vang belum dilaksanakan di tahun anggaran
sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional
pelaksanaan APE Desa,

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan |kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak vang belum tersedia
anggarannya, vang selanjuitnya diusulkan dalam rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
kriteria:



a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah
Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa,;

memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam

rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa

dan /atau permasalahan sosisal; dan

¢. berskala lokal desa.

oo

Pasal &
Dalam hal terjadi :
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa
pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar
obvek belanja; dan
. kegiatan yvang belum dilaksanakan tahun scbelumnya dan
menvebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan
memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7
Peraturan Desa in1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Apgar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Karangtengah

Ditetapkan di Karangtengah

Pada Tanggal 31 Desember 2025

e

Diundangkan di Karangtengah
pada tanggal 31 Desember 2025
Sekretaris Karangtengah

gl

MUST

LEMBARAN DESA KARANGTENGAH TAHUN 6 NOMOR 2025




BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN
PERDES NOMOR & TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA KARANGTENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Semin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua
Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungu
Kabupaten Kendal, yang bertanda tangan di bawah ini Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Desa Karangtengah beserta Pemeriniah Desa Karangtengah beserta Lembaga
Desa kKarangtengah Kecamatan Kahwungu, telah membahas dan menyutujui
Peraturan Desa Karangtengah Nomor 6 tahun 2025 tentang Anggaran dan Pendapatan
Belanja Desa Karangtengah Tahun Anggaran 2026,

Berdasarkan musyawarah hari ini, diperoleh hasil bahwa Jumlah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Tahun Anggaran 2026 adalah Rp
1.477.369.605. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 terdin

dari:

1. Pendapatan Desa Rp 1.135.351.819

2. Belanja Desa Rp 1.477.369.605
Surpuls,/ Defisit Rp (342.017.786)

3. Pembiayvaan
a, Penerimaan Pemayaan Rp 347.017.786
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp ~ 5.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp 342.017.786
Sisa Lebih/(Kurang) REp 0
Perhitungan Anggaran

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar- benamya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Karangtengah

i

ASYUKRILLAH ADHIM
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LAMPIRAMN

PERATURAN DESA KARANG TEMNGAH
HOMOR T TAHUN 2025

TENTANG
ANGEARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DESH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGTENGAH

TAHUN ANGGARAN 2028
Jdanis APBDes : APEDes Awal
MODE REX URALAN ARGCARAN KETERANGAN
(Rp)
1 2 1 [

4. PENDAPATAN
4, Fendapatan Al Desa 305.175.500,00
a2 Pendapatan Transfor B30.176.210,00
43 Penidapsian Lain-lain 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1,435,354 819,00

[ § BELANJA

51, Belanjn Pegovai 484,573 477,00
&2 Ealanja Barang dan Jaza 356,144 810,00
L% Belanga Modal 445,017.580,00
A Balangs Tidak Terduigs 151233775 04
JUMLAH BELANJA 1LATT.308.505,00
SURPLUS | [DEFISIT) {342.017.78€,00)

. PEMBIAYAAN
5.4, Panerimaan Pembloyaan 347,017,786 00
611 SHLPA Tahun Sebelamnys 347 .017.786 00
8.3, Pengetunmn Pembivyain 5.000.000,00
822 Penyertaan Mocal Desa 5.600.000.00
PEMEIAYALN METTD 342.017.785,00
BISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00

o, Eardngiengah, 31 Desomber 2025

'KEPALA DESA
T B

IR 770 4 6

Hadaman 1



LAMPIRAN

PERATURAN DESA HARANGTENGAH

NOMDR T TAHUN 20249

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESE

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGTENGAH

TAHUMN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBEDes Awal

o B URALAN "“'?:";:';ﬂ" SUMBERDANA
i 2 3 4 £
4, PENOAPATAN
.1, Pandapaten sk Desa 05,1 75 600,00
43 Pendapatan Transfer 830,175,219,00
43 Pendapatan Laindain 0.0
JUMLAH PENDAP AT AN 1.135.350.019,00
E
L 7215965 451,00
1.1, Penyelenggaran Belanja Siltap, Tursjsngan den Operssbonal 536.T68.267 00
Pemanniahan Desa
1.4.01 Penyedann Penghaslan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 42.780.000,00 | ADE, PAH
148 | 51 Belanjs Pegowni 42 TBO.000,00
1.1.02 Penynckaan Panghasian Totap dan Tongangan Perangkat Desa H072T.EIZ00 | ADD FEH
1082 | 5. Helanja Pegawnan 207,81 632,00
1,1,83 Penyedinan Jameman Soslal bagl Kepals Desa dan Perangkat Desa 13.703.578.29 | apD
1.1.83 | 1. Banja Pegawai 13.703.578,29
1.1.04 memmwu.ﬂmwmdmm BS.TT5.840,00 | ADD DLL, PAD, T
.04 | 52 Belanjs Barang dan Jasa B 77584000
1.9.05 Paryediasn Tunjangan BFD 43.200.000,00 | ADD
1.9.0% | 51 Bedanga Pegurasi 43,200.000,00
1.1.06 Feryediaan Dperssional BPD (rapat, ATE, Makmm Minum, Pokaan Geraga S§137.216,71 | ADD, PBH
m, Listrik o)
1.1.08 | 51, Eelanja Pegawai 1.018. 218,71
1.0.06 | 52 Biedanja Earang dan Jasa 4,118.000,00
1.1.07 Peryedinan InseriiiOperasional RTFW 12.800.000,00 | #aD, PBH
1,187 | 82 Bielanjn Barang dan Jasa 12.500,1500,00
1.1.08 Penyediaan Opeiasional Pemerintih Desa yang bersurmber dan Dana Des 8.000,000,00 | oog
a
11,08 | 82 Belanja Barang dan Jasa B,000.908 60
1.4.81 Fermyedinan Tambahan Turdangarn bag Kepala Desa (Masi Pengelolaan T TELODD B00,00 | #a0
anah Bengiok)
i1 | 51, Helanjn Pegasa TE.O00.000,00
f.nm Ponyedinan Tambahan Tunjangan bagi Peranghat Desa (Hasi Pengelofaa 10266000800 | Fan
fi Tarah Banghak]
1182 | 54 Belnng Pepuws 132000000, 00

m AT VA6 T Halasman 1




KODE
el URAIAN ANGOARMN SUMBERDANA
IRpl
1 I 3 i 5
1.2, Panyediaan Sarana Prasarana Pemserniahan Desa 3.863. 774,00
i Pervgodiaan Sarana [Asel Telap) Perkaminran/emeriniahan 69853 77400 | ADD, FREMH
L2204 | 53 Belargs Modal 69,653,224,
il Pengelolass Admismtras Kependuduban, Pencatatan Sipil, Statistik 1865300000
dan Kearsipan
1308 Pemyusunan, Pendaisan, dan Pemutsihinan Profl Desa ™) JR.ES1.000,00 | DOS
1302 | &2, HBedsnja Barang tan faca 1B 883 000 00
1.4, Penyelenggaraan Tata Praga Pemesiniahon, Peroncanasn, FKewangan 10,455,001, 00
dan Pelaporan
1.4.01 Permyelenggarasn Musyswarah Persncanaan Desa/Pembahasan APEDes | 4. 200 000,00 | ohe
Regier)
140 | 52 Balanja Barang dan Jasa 4.200,000,00
1.4.03 Pemyusumnan Dokumen Penencanaan Desa (RPJMDes s PO ) 18.775.000,00 | DoOs
1403 | 52 Bielarsga Barang dan Jasa 18.775.000,00
1.0,04 Pasyusunan Delimen Keusngan Desa (APEDes, APBDes Panhshan, LF 74000000 | FEH
4 )
1404 | B2 Befanja Barang dan Jaca TaAR.000.00
1.4.06 Peryusunan Kebijakan Dess (PerdesPeariades selon Parancanaan/Keuan 1.900.000,00 | P
g
1405 | &2 Helanja Barar dan Jasn 1. 900,000, 60
1.4.07 Penyusunon Laporsn Kepala Desi, LPPDess dan informas! Kepada Masy 2.740,000,00 | FEA
wakat
1407 | 53 Bielanja Batang dan Jasa 2,740,000, 00
1.4.08 Pergemhangan Sislem Inlormasi Desa 1.200,000,00 | oos
1408 | 83 Helanis Barang dan Jasa 1. 200,000,000
1.4.54 Pangelolsan dan Pendeyngunann Aset Dess untak PADes SO0000.00 | PEe
1404 | 82 Belanjs Barang dan Jasa 800.000,00
1.8 Sub Bidang Pertanahan 10.000.000.00
1.5.01 Sprvbiicnm Tarah Eas Desa 10,000.000,00 | PaD
150 B3 Bedaifa Mokl 10,000, 000,00
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUINAN DESA 426.612.701,90
53 Sub Bidang Kesshatan T2.142,000,00
2m Fenyelenggarsah Pesyandu (Makanon Tembahan, Kelas Burnd, Lansia, in 41,552 000,00 | OOs
wenlif)
2207 | 52 Bedanga Barang dan Josa 41.592.040 00
2.2.04 Peryelenggaraan Desn Siagn Kesehatsh 31.550,000.00 | DD FEH
2204 | 52, Belanja Barang dan Jasa 11,550.000,00
1a. Sub Badang Pekerjaan Umum dan Penataan Fuang F02.490.701,00
2.3m Esmelharsan Jalan Desa 1024047000 | PAD
230 | 53 Belanja Garang dan Jaza 18.245.470,00
2,340 P it an pLnan W sk abdkt s P orangioitan Pengerasan Jalan Desa **) 126, 745.000,00 | DDS
2310 | 53 Belonia Modal 126.748,000 00
2315 PenbangunanfebabilitssyPeninghalan Blals DesnBalel Kemaryaraksisn 0RDS2.231 00 | DL PEH
IF:
A5 | &2 Bedan{s Barmng dan Jass 6304 D00 00
m L b R PR R ] Haslaiman 2
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EODE
REKENING URAIAN ANGGARAN MEERDANA
[Rp] =
1 2 3 s
2315 | 53, Belargs Modal :
55490 . #1.655.231 08
: ; PaH
£.3.20 | &3, Bialania Modal
18,400,000, 00
4. Sub Bidang I
Fuwasan Pemukiman
FXRE] B 50.000.000, 66
" obabilitasiiPeringiatan Sumber Alr Barsih Milik Desa ~ &0.000.000,00 | pag
441 | B3 Belanja Modal
501,000, 000, 5
i BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
44,191.500,00
120 Pemyalenggaraan Festival Kes L
HUIT R, Fips Ke oo mﬂﬂ-lh.. AdatiKehudayaan, dan Kenpamaan { 24.930,000,00 | pan
3203 | 53 Belanin Barsng dan Jasa 24 630,000 0
3. Sub Bidang Kepemudaan dan Dlahraga 10050, 000,00
330z Penpslengparaan
Pedatihan Kepemudaan Tingkst Dess B.250.000,00 | Py
1A 1 l
i ] Pembinaan Karang Tarunakis Kepemmidasn'Olanraga Tingkat Deca 1.800.000,00 | PEH
3306 [ 82 | Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00
1.4, Sub Bidanyg Kelembagaan Mas pirakat 8.211.50s 60
3:4.00 Pembinaan P
i KK 8.211.500,00 | P
A iR
Belarys Barang dan Jass §.211.500,00
4
- | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAMAT 138.342.138.00
$.1.
! Sub Badang Pertanian dan Pojemskan 1. 31713000
ol Fu-hrmmmkd Tamaman Pangan (ala produbsiipengelolaanipang g S8.1T.0238,00 | cns
4201 1
53 Bialarja Modnl S8.3T.038.00
4.2
2.04 Pemelharanon Sakiran Ingasi TemssnSededhans 33.000.000,60 | nos
4204 | 83 Belanja Banang dan Jasa 32.600,000,00
A3, Sub Bideng Peninghkatan Kapasitas Aparatur Desa 10.0040.000,00
4,383 Peningkatan Kapassias Peranghs! Desa 20.000.000,00 | FaH
4302 | 52 Belanja Barang dan Jass 20000000, 00
4.4 ;::':F'i-“m Perompuan, Perdindungon Anok dan 19,025.000,00
4400 Pralutian dan Pemyulshan Pembardaysan Persmpusn 10.025.000,00 | cos
40 | 52 Beelarga Barang dan Jass 19025, 000 .00
§ J61. 23377600
B, 133.250.775,00
§.1.00 Kepgiatan Penangpdsngan Bencana 13323377500 | PaH
8100 | 54 Befania Tedak Terdugs 133.232.775.00
B3, Saib Ridang Keadaan Mendasak 10,000, 000,00
53.00 Penanganan Kesdash Mandesak 18.000,000,00 | obs
5300 | 54, Belanjs Tidak Terduega 18, 00000, 30
JUMLAH BELANJA 1477 368 505,00
—————— NN
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 Hamangiengsh, 31 Desember 2025
- KEPALA DESA

e )

HODE
REKENING LIRALAN ANGGARAN
SUMBERDANA
: - [Rp]
3 d B
SURPLUS | (DEFISIT) (342.017.786,00)
B, PEMBIAY AAN
a1l Fanefimaan Pembtayaan AT 017 786 0
B2 Pengehiaian Pembiayamn 5.003.000 08
PEMBLAYAAN NETTC 342.07.788,00
- _______ - '
SISA LEBIH PEMBIAY RAN ANGGARAR a,0a
—_— — — S !
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